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BUPATI BULUKUMBA 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA 

NOMOR 18 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
TAHUN 2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BULUKUMBA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, serta menindaklanjuti Pasal 149 ayat (5) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2024; 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 1822); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6409); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 4817); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

  7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 517); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447);  

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 

 

 

 

 

 

 

 



  13. 

 
 

 
 
14. 

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-
2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 
2010 Nomor 7); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 4); 
 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 
Nomor 1); 

    

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati  adalah Bupati Bulukumba. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. 

 
 
 
 



10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 
 

(1) RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bulukumba 
Tahun 2005-2025, RPJMD Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2024, dan Rencana Kerja Pemerintah, program strategis 
provinsi dan nasional untuk keselarasan program dan kegiatan 
pembangunan Daerah dengan pembangunan provinsi dan nasional yang 
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya 
perbaikan di segala bidang pembangunan. 

 

(2) RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai: 
a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana 

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024; 
b. acuan dan/atau pedoman dalam penyelarasan bagi Pemerintah Desa 

atau Kelurahan dalam wilayah Daerah untuk mendukung capaian 
target dan sasaran pembangunan Daerah; dan  

c. dasar penyusunan KUA dan PPAS serta sebagai landasan penyusunan 
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024. 

 
 

BAB III 
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD 

 

Pasal 3 
 

(1) RKPD   Tahun  2024  disusun  dengan  sistematika  sebagai berikut: 
 

BAB  I     PENDAHULUAN 

BAB  II    GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB  III   KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

BAB  IV   SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB  V    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB  VI   KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

BAB  VII  PENUTUP 

(2) Rincian sistematika RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

 

Pasal 4 
 
 

(1) RKPD Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ditetapkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah. 

 

 

 



(3) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Bab III 
tidak memproyeksikan alokasi Transfer Alokasi Dana Khusus sehingga 
apabila terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran antara RKPD dengan 
APBD Tahun 2024, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian 
pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 

(4) Dalam merumuskan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) BAB IV, tetap 
memperhatikan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional dan 
Provinsi Tahun 2024. 

 

(5) Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) BAB V, memuat program dan kegiatan Perangkat Daerah 
disertai dengan pagu anggaran yang sifatnya indikatif. 

 

Pasal 5 
 

Dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2024: 

a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai  bahan  
acuan pembahasan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah bersama DPRD; dan 

b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 dalam melakukan 
pembahasan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah bersama 

DPRD. 
 

Pasal 6 
 

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas 
pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang 
keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan 
kegiatan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada  

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Kabupaten Bulukumba paling lambat 14 (empat belas) hari setelah 
berakhirnya triwulan dimaksud. 

(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam 
analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan 
oleh Perangkat Daerah. 
 

Pasal 7 

 

 

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia 

anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, dapat 
diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran Perangkat 
Daerah dan/atau perubahan dokumen pelaksanaan Anggaran Perangkat 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 8 

 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Daerah menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat 
Daerah  Tahun 2024 hasil pembahasan bersama DPRD. 

 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bulukumba. 

 

 

 
 

         Ditetapkan di Bulukumba 
       pada tanggal 7 Juli 2023       
 

       BUPATI BULUKUMBA, 
 
                      ttd 

 

 
       MUCHTAR ALI YUSUF 
 
 

   

Diundangkan di Bulukumba 
pada tanggal 7 Juli 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, 
 
 

             ttd 

 
MUH. ALI SALENG 
 
 
       BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 18 .... 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

 

 

ANDI AFRIADI M, SH.,MH 
Pangkat: Pembina 

Nip. 19840405 200804 1 001 
 


